LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2002

e e et R o

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG

Menimbang :a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2002 peric
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan

ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999.

iMiengingat . 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-
: tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajax
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun
1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1984 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685);
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10.

340

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hek Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-undang Nomor- 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1989 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Péngurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerzh (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1975 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1875 tentang Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dazerah, Pelaksanaan Tata Ussha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1875 Nomor 6);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 54, Tambzhan Lembaran Negara
Nomor 3691);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tehun 1897 .tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1887 Nomor 55, Tambshan Lembaran Negara
Nomor 3682);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemmotor (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

Keputusan Presiden Republik Nomor 64 Tzhun 2001
tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
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12.

13.

14.

15.

16.
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18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang Contoh-contoh ‘Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belamja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1878

tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada
Daerah; - .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985
tentang Pengurusan Pendapatan Daesrah Hasil Pajak

Bumi dan Bangunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanjz
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1995;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tangga!
28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan, Anggaran
Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984
tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316
tanggal 18 September 1985 tentang Penyempumnaan
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 903617 tanggal 18
September 1988;
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Memperhatikan

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 51 Tahun 1685
tentang Petunjuk Pengsiolaan Pendapatan Daerah Hasil
Pajak Bumi dan Bangunan;

22 Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 903-37¢
tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit
dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan
Daerah;

23.*Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran
Pendapstan Daerah;

24 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 1999 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

. Rapat-rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mengenai Pembshasan Rancangan Persturan Daersh
tentang Anggaran Pendapatan dan Belaniz Daerzh
Tahun Anggaran 2002. '

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tzhun

Anggaran 2007 sejumiah Rp. 208.354.532.000,00 terdiri
dari :
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a. PENDAPATAN :

- Pendapatan ........ Rp.208.354.532.000.00
b. BELANJA :
RN ivoitconin Rp.154.835.892.000,00
- Pembangunan .... Rp. 53.518.640.000,00
| Rp.208.354.532.000,00
- Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :
a. Pendapatan ........... Rp. 14.203.364.000,00
b.Belanja ................. Rp. 14.203.364.000,00
Pasal 3

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut padas
Pasal 1, sebagaimana Lampiran | Peraturan Daerzh ini.

(2) Penggeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan
peraturan yang beriaku, sebagaimana Lampiran Il Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian lebih fanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran-lampiran
Peraturan Daerah ini.
a. Lampiran 1l : Pencapatan.
b. Lampiran IV : Kegiatan Belanja Rutin.
c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana
Lampiran VI dan VIl Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang
lidak terpisahkan dari Peraturan Daerzh ini.



Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai Tahun Anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang.

DitetapkandiRembang
pada tanggal 6 Pebruari 2002

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

DiundangkandiRembang
pada tanggal 9 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. NOERANTO, SH. MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002 NOMOR 2
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